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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip
akuntabilitas dan transparansi oleh perangkat desa dalam pengelolaan alokasi dana
desa, meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa
observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data
primer dan data sekunder.

Hasil. penelitian _ini- “menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Baru
Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat‘dalam pengelolaan alokasi
dana desa (ADD) dalam hal akuntabilitas dan transparansinya masih kurang. Dan
belum sesual dengan peraturan permendagri No 113 Tahun 2014. Pada tahap
transparansi kepala bidang pelaksana tidak memberitahukan kepada masyarakat
berapa uang yang terpakai dan berapa uang yang tersisa, hal ini jelas sikap yang
kurang transparan kepada publik. Selanjutnya pada pertanggungjawaban atau
akuntabilitasnya dimana pemerintah tidak menunjukkan atau memberikan
inforamsi keapada masyarakat mengenai realisasi APBDesa, laporan kegiatan
yang belum selesal dan laporan sisa anggaran. Akan tetapi pertanggungjawaban
secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan, namun dari sisi
administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih
lanjut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Desa Baru dalam hal akuntabilitas dan
transparansinya dalam pengelolaan alokast dana desa (ADD) masih kurang dan
belum sesuai dengan permendagri‘Ne 133 Tahun 2014.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Transparansi dan Akuntabilitas



ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of the
principles of accountability and government in the management of village fund
allocations including planning, budgeting and accountability activities. The
research method used.is.a qualitative method with a‘descriptive approach. Data
collection technigues used win._the form..of observation, interviews and
documentation. The data collected are primary and secondary data.

The results of this study indicate that the new village government in the
Batahan sub-districk of West Pasaman Regency in the allocation of village funds
(ADD) in terms of accountahility-and: transparency is still lacking. And it is not in
accordance with Permengadri Regulation No 118r0f 2014. At the transparency
stage, the head of the implementing division does not tell the public how much
money is used and how much money is left, this is clearly a lack of transparency
to the public. Furthermore, on accountability or accountability where the
government does not show or provide information to the public regarding the
realization of the APBDesa, reports on activities that have not been completed and
resport on the remaining budget. However, physical accountability has shown a
transparent implementation, but from the administrative side, improvements are
still needed so'that further guidance is needed.

So it can be concluded that new villages in terms of accountability and
transparency in.managing village fund allocation (ADD) are still lacking and not
in accordance with Permendagri Regulation No. 113 of 2014.

Keywords: Village fund allocation, Transparency and Accountability
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Desa Nemor 6 Tahun.2014 mengatur bahwa desa adalah
kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan.mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa setempat, diakui dan diakuinya pendapat umum, hak asal
usul atau hak tradisional, dikenali, dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Republik Indonesia. ~ Pemerintahan  kemudian . mengeluarkan  peraturan
pelaksanaan Undang — undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Desa adalah unit organisasi pemerintah yang berhubungan langsung dengan
masyarakat dari segala latar belakang, kepentingan dan kebutuhan, dengan peran
strategis terutama dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Dalam
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang keuangan dan
kekayaan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik
yang berasal dari pendapatan asli daerah, pemerintah pusat, hingga pemerintah
kabupaten atau kota wajib menyediakan simpanan desa, subsidi atau sumbangan.
Salah satu bentuk transfer pemerintah untuk mendukung pembangunan desa
adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan utama dari ADD adalah untuk
mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik ( sarana dan
prasarana) maupun sumber daya manusia desa.

Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun atau penduduhan yang

merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa. Jika Undang — undang No 6



Tahun 2014, dimana UU tersebut dijelaskan bahwa dana desa nantinya pada tahun
2015 akan mendapatkan kecuran dana sebesar 10% dari APBN, maka setiap
dusun juga akan mendapatkan dana. Biasanya pemerintah desa akan meminta
setiap dusun untuk-membuat anggaran dusun.dengan proposal kegiatan yang akan
mereka anggarkan sebagai anggaran perpriode.

Keberhasilan pengelolaan -ADD:sangat: bergantung pada berbagai faktor,
antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di
lapangan, optimalisasi peningkatan pelaksanaan. Sistem akuntabilitas pengelolaan
SDA. Dapat benar — benar memahami prinsip. — prinsip transparansi dan
akuntabilitas keuangan daerah. Karena sebagian besar ADD diperuntukkan bagi
masyarakat, maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD hingga
pelaporan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Hingga nanti,
diharapkan dama ADD. ini dapat menciptakan, pembangunan yang merata dan
bermanfaat bagi masyarakat desa.

Seiring waktu, pemerintah mengembangkan lebih banyak kebijakan dengan
harapan menciptakan kesejahteraan yang merata.. Salah satu kebijakan yang
terbaru yang diambil oleh pemerintah adalah.Sistem Pengelolaan Keuangan Desa
ADD, yang didasarkan pada berlakunya Undang — Undang Desa No Tahun 2014
anggaran 20,7 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Perubahan (APBNP) 2015 yang akan disalurkan ke 7.093 desa di seluruh
Indonesia (www.indonesia.koran.tempo.co.danadesa).

Pada tahun 2018 Kabupaten Pasaman Barat khususnya Desa Baru telah

menerima dana transfer sebesar Rp 1. 145.201.000. Dana tersebut disalurkan



kepada bidang — bidang yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pada tahun
2019 jumlah dana desa meningkat menjadi Rp 1.426.426.000. Dana desa secara
langsung ditransfer pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota ke APBD
desa. Pengelolaan-keuangan desa_dilaksanakan oleh perangkat desa antara lain
bendahara desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan. Dana desa sendiri
diatur dalam peraturan Pemerintahan Republik indonesia Nomor 60 Tahun 2014.
Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan™ keuangan desa
dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan Kewajiban desa (Suhairi, 2016).
Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan peraturan mentri dalam Negeri
RI1 No. 37 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang pedoman pengelolaan keuangan
daerah, pengelolaan dana,desa yang baik  membutuhkan akuntabilitas dan
transparansi agar dapat sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Diperkuat juga
dengan undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, untuk
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah
baik pusat maupun daerah  adalah dengan. menyampaikan informasi laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pengelolaan dan kinerja kegiatan pemerintahan desa memerlukan aspek tata
pemerintahan yang baik. Good Governance adalah bentuk tanggung jawab yang
sholid yang dapat mencegah korupsi baik secara politik maupun administrasi.
Salah satu elemen kunci dari pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi



untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui akuntabilitas yang dilakukan
secara teratur, priodik dengan nilai — nilai seperti efesiensi, efektivitas, reabilitas
dan prediktibilitas. Segala bentuk laporan ataupun situasi yang sedang terjadi
nanti mereka dapat mempertanggungjawabkannya dengan. baik dan bijaksana
sehingga tidak adanya kesalahpahaman yang terjadi antara perangkat desa dengan
anggota masyarakat maka itulah:sebabnya sikap akuntabilitas sangatlah penting
diterapkan disebuah organisasi agar tidak hilangnya kepercayaan masyarakat.
Setiana dan Yuliana (2017:206) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang
amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban,
menyajikan, melaporkan dan mengumkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang.memiliki hak dan
kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Setiana dan Yuliana (2017:206)
transparansi adalah memberikan inforamsi keuangan yang terbuka dan jujur pada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya
pada peraturan perundang-undangan.” Tramsparansi dicirikan oleh fakta bahwa
kebijakan, peraturan, program, anggaran, dan kegiatan pemerintahan tersedia
untuk umum. Sehingga tidak adanya masalahyang timbul di dalam masyarakat.
Permasalahan yang peneliti ditemui pada observasi awal khususnya di Desa
Baru dalam mengelola alokasi dana desa untuk transparansi masih belum
terlaksana dengan baik, belum tersedia informasi dipapan pengumuman atau

lembar informasi besaran pengeluaran dan pemasukan dalam melaksanakan



kegiatan alokasi dana desa. Sehingga terkait dengan keuangan dana desa tidak
diketahui oleh maayarakat apakah mengalami kenaikan atau penurunan
pertahunnya diakibatkan kurangnya informasi yang dipaparkan oleh aparat desa
dan adanya dana.yang keluar tanpa adanya bukti atau nota:.Sehingga masyarakat
tidak mengetahui berapa dana alokasi dana desa yang masuk . Adapun fenomena
yang terjadi ~dalam transparansi| /adalah/ kurangnya sikap transparan atau
keterbukaan kepada masyarakat terkait tentang mengelola alokasi dana desa.
Selanjutnya dari sisi akuntabilitas, terdapat permasalahan bahwa kapasitas
aparatur pemerintah desa masih lemah dalam hal penguasaan teknologi,
pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat. Terutama kurang adanya
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pelaporan dana.desa, tertutupnya
pemerintah desa dan kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
dapat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Adapun fenomena yang terjadi
pada akuntabilitas adalah pemerintah daerah dirasa kurang melibatkan unsur —
unsur yang ada dimasyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah terutama dalam
hal proses perencanaan yang merupakan proses.yang paling penting dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa yaitu dengan
bapak Sukri ditemukan masalah dalam penyaluran dana yaitu adanya kendala
dalam proses pengajuan dana karena terlalu banyak syarat — syarat yang harus
dilengkapi seperti surat rekomendasi pencairan dana dari camat, kemudian surat
pencairan dari PDMD (dinas pemberdayaan masyarakat desa). Dalam proses

pencairan dana desa memakan waktu yang cukup lama dan dilakukan secara
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bertahap. Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Ardani

mengatakan bahwa ada masalah terhadap dana desa yaitu kekurangan dana, dana

yang ditransfer dari pusat tidak mencukupi untuk anggaran satu tahun. Sehingga

Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
peneliti, pemerintah desa, dan akademisi dan penelitian selanjutnya. Manfaat
penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bagi penulis tidak hanya bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Riau, tetapi juga menambah pengetahuan serta dapat
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memahami tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi
dana desa.

b. Bagi desa yaitu untuk mengetahui manfaat dari akuntabilitas dan

C.
1.5.

akuntabilitas dan
transparansi jadi lima bab,
yaitu:

Bab ini berisi tentang pengertian atau defenisi yang diambil
dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan
proposal. Selanjutnya berdasarkan telaah pustaka tersebut
akan dihasilkan pertanyaan- pertanyaan yang bias disebut

dengan hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian ini.
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METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan lokasi penelitian, pendekatan

penelitian, jenis dan sumber data, metode penelitian alat




BAB Il
TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1.  Pengertian Desa

Menurut UU No 6 Tahun.2014 tentang.desa pada pasal 1, desa adalah desa
dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah
kesatuan masyarakat hokum yang 'memiliki' batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia..
Menurut Rosalinda (2014) desa bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala desa melalui
pemerintahan desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan
maupun pemerintahan daerah, untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Badan yang mengurus dan menjalankan kekuasaan dalam mengatur desa
disebut pemerintah desa. Pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa yang
merupakan pemegang jabatan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah desa,
diawasi oleh perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala desa, dan kepala desa.
Pada saat yang sama, pemerintah desa juga didukung oleh badan penasihat desa
yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan desa.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2008, bahwa
pengelolaan ADD di tingkat desa dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa dan Tim
Pelaksana yang melakukan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan fisik,

ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Tugas tim pelaksana desa adalah



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

10

menyusun rencana pemanfaatan ADD, menyusun jadwal pencairan dan mengelola

keuangan dan tanggung jawab, melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh AD,

memantau dan mengendalikan kegiatan, kegiatan fisik yang dilakukan oleh tim
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perekonomian i ¢ apkan peraturan tentang
alokasi dana desa. ’a pahinsentif atau dana insentif
untuk memberi insentif pend . : NP mtah desa yang didukung oleh
keterlibatan masyarakat secara swadaya dalam melaksanakan kegiatan pemerintah
dan pemberdayaan masyarakat (Darmiasih etal, 2015). Alokasi dana desa adalah
dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, pusat-menjalankan ke desa dari

sumber perimbangan keuangan pusat dan daerah yang disediakan oleh pemerintah

pusat dan daerah penerima kabupaten/kota. (faridah, 2015).
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Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa adalah dana
yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan

kepada desa, yang ditransfer ke APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk

perimbangz sat da ‘ d h distrik. Alokasi
dana desa desa, dimana
mekanisme aikan dengan
kemampua

Tuju

1
2. pembangunan
3.
4 ai budaya Untuk mencapai

perbaikan sosial
5. Meningkatkan pendapatan desa memalui BUMDes

6. Meningkatkan ketertiban dan ketentraman

7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pedesaan melalui
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

8. Mendorong kemandirian dan kerjasama masyarakat
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Pelaksanaan alokasi dana desa di atur oleh pemerintah dalam peraturan
pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Alokasi dana desa adalah dana
yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa yang diambil dari
sebagian dana _perimbangan.. keuangan _pusat dan daerah yang diterima
kabupaten/kota untuk mendanai program pemerintah, mengembangkan dan
memberdayakan masyarakat-, «pedesaan: | dengan meningkatkan kapasitas
kelembagaanmasyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan memantau
pembangunan sesuai dengan pendekatan partisipatif masyarakat yang dibangun di
atas potensi desa untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan
kerja untuk mendorong kemandirian masyarakat.

Alokasi dana desa merupakan bentuk hubungan euangan antara tingkat
pemerintahan, khususnya hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan
pemerintah desa. Untuk dapat membentuk hubungan keuangan yang tepat,
penting untuk memahami otoritas keuangan pemerintah desa. Pembangunan
pemerintah desa merupakan pelaksanaan program desentralisasi dan otonomi.

Pemberian alokasi dana desa merupakan tanggung jawab besar pemerintah
desa. Adapun pemerintah “desa. berhak ‘menangami anggaran desa yang ada,
sehingga dalam hal ini harus ada rasa tanggung jawab dari pemerintah desa.
Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mau mendengarkan, siap
mendengarkan kebutuhan, impian, dan harapan banyak orang. Oleh karena itu,
pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap negara dan organisasi
yang dipimpinnya, baik di dunia maupun di masa depan. Sebagian besar alokasi

dana desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari perencanaan alokasi
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dana desa, pelaksanaan alokasi dana desa hingga pelaporannya haruslah dilakukan
sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana alokasi

dana desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi
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ADD bertujuan u -m'hh“ am pemerintah desa dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat,
dengan tujuan:

1. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan
pemerintah, pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai

kewenangannya.
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2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa untuk merencanakan,

melaksanakan dan memantau pembangunan secara partisipatif sesuai

dengan potensi desa.

Keterjangkauan desa
e. Jumlah penduduk
f. Luas wilayah

g. Potensi desa

Lebih di APBD kabupaten/kota yang dibiayai oleh pemerintah

desa.Pemerintah desa membuka rekening bank yang ditunjuk atas kebijaksanaan
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kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada
bupati setelah diverifikasi oleh tim sub bagian. Pengurus daerah kabupaten/kota

yang langsung berada dibawah kewenangan pusat akan mengirimkan berkas

masyarakat

2. Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara
administrasif, teknis dan hukum

3. Alokasi dana desa harus secara efektif, terarah dan terkendali asas

4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai ADD sangat terbuka untuk perbaikan

sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan sarana,
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penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lain yang diperlukan

masyarakat desa diputuskan dalam pertemuan desa.

5. Alokasi dana desa akan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan

Menurut Miriam (2012), tanggung jawab didefinisikan sebagai tanggung
jawab mereka yang diberi tugas mengelola kepala yang telah menugaskan
mereka bertugas. Akuntabilitas berarti akuntabilitas dengan menciptakan
kondisi untuk saling mengontrol. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk

menjelaskan atau menanggapi dan menjelaskan hasil dan tindakan seorang
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badan hukum pada pimpinan suatu organisasi kepada pihak-pihak yang
memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan atau laporan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Otoritas Pengawasan

N3y

pertang
tindaka

berwena

dengan

S S T

= £ 2.
2

dipertan
peraturan

efisiensi, efe

meliputi keg n diselesaikan atau
dilakukan.
Akbar (2012) meng responsibility). Secara harfiah

dapat dipahami sebagai akuntabilitas, namun terjemahan sederhanan ini dapat
mengaburkan makna akuntabilitas jika dikaitkan dengan konsep akuntansi dan
manajemen. Selanjutnya konsep tanggung jawab dapat dikatakan sejalan
dengan apa yang dikatakan Stewart tentang tanggung jawab yang memiliki

lima jenis tanggung jawab, yaitu: 1) kewajiban untuk kemungkinan dan
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legitimasi, 2) akuntabilitas proses, 3) akuntabilitas Kkinerja, 4)
pertanggungjawaban program, 5) tanggung jawab politik.

Menurut Annisanigrum (2010:1). Bertanggung jawab untuk mengelola

pelaksa

diberitah

uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
desa (Suhairi, 2016). Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 71
ayat (1) menyebutkan keuangan desa adalag semua hak dan kewajiban desa
yang dapat dinilai dengan unsur serta segala sesuatu beruapa uang dan barang

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
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Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengalihkan tanggung jawab atau
untuk menanggapi dan menjelaskan kinerja dan tindakan individu/badan
hukum/pemerintah kolektif dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang
memiliki hak arau wewenang.untuk menerima informasis Kriteria akuntabilitas
keuangan adalah: 1) pertanggungjawaban dana publik, 2) penyajian tepat
waktu, 3). adanya audity, (audit): terhadap respon pemerintah. Prinsip
akuntabilitas publik adalah ukuran bagaimana pemberian layanan kompatibel
dengan skala nilai atau standar eksternal yang dipegang oleh pemangku
kepentingan layanan yang berkepentingan.

Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah
akuntabilitas fiskal. Tanggung jawab fiskal adalah tanggung jawab badan
publik dalam menggunakan dana publik (uang publik) secara hemat dan
efisien, menghindari_pemborosan, kehilangan :dana serta-korupsi dan kolusi.
Hasil akuntabilitas keuangan yang baik akan digunakan untuk mengambil
keputusan tentang mobilisasi dan alokasi sumber daya serta untuk
mengevaluasi efektivitas penggunaan dana. Ini.dapat digunakan oleh publik
dan pemangku kepentingan .untuk. mengukur Kkinerja pemerintah terhadap
sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Tanggung jawab keuangan
sangat penting karena menjadi tujuan utama perusahaan. Akuntabilitas ini
mengharuskan lembaga — lemabaga publik untuk membuat laporan keuangan
untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Menurut Mardismo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014), tiga prinsip

utama yang melandasi pengelolaan keuangan daerah, yaitu:
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1. Asas akuntabilitas atau transparansi berarti bahwa anggota masyarakat
memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses
penganggaran yang berkaitan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat,
terutama khusus untuk-memenuhi kebutuhan masyarakat luas

2. Asas akuntabilitas adalah asas akuntabilitas publik, artinya proses
penganggaran yang dimulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan
harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD
dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetagui
anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban
atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip-Value For Money
Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran
yaitu ekonomis, rfesien dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan
penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan
harga yang murah. Efesien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut
dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna.
Efektif dapat diartikan. bahwa “penggunaan anggaran tersebut harus
mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat. Sehubung dengan
pentingnya posisi keuangan ini, Kaho dan Subroto (2009) menegaskan
bahwa pemerintah daerah tidak tidak akan dapat melaksanakan fungsinya
dengan efektif dan efesien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan
pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah

satu dasar dari Kkriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah
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dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan
keuangan daerah adalah perubahan pradigma pengelolaan keuangan itu

sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah

Pradigma
1.
2.
3 bilitas seluruh
4 jf efisien terhadap
5 kerja di masing-
6 epada pelaksana untuk

value for money
Keberhasilan akuntabilitas SDA sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan
konteks implementasinya. Namaun dalam pelaksanaannya tergantung
bagaimana cara pemerintah melaksanakan untuk mencapai keberhasilan
program tersebut. Untuk memfasilitasi pengungkapan yang jelas kepada

publik, setiap insiden fisik ADD harus dipasang di papan bulletin operasi di
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lokasi operasi dilakukan.Untuk mencapai pelaksanaan prinsip transparansi dan

akuntabilitas, diperlukan keputusan oleh perangkat desa, terutama yang

menyelenggarakan ADD, untuk melaksanakan ADD sesuai dengan peraturan

umum dapat diperoleh secara langsung oleh mereka yang membutuhkan.
Adanya transparansi menjadi akses atau kebebasan setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, khususnya
informasi  tentang kebijakan, pembangunan dan pelaksanaan, serta
pencapaiannya.Transparansi adalah adanya kebijakan pengendalian yang

terbuka. Sedangkan informasi adalah informasi tentang segala aspek kebijakan
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pemerintah yang tersedia untuk umum. Pada ayat 7 Pasal Peraturan Mentri
Dalam Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa transparansi adalah asas
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh
aksesinformasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Adanya
transparansi menjamin akses «atau: kebehasan setiap orang untuk memperoleh
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, khususnya informasi tentang
kebijakan, proses pembangunan dan pelaksanaan, serta hasil.

Pasal ayat 7 Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah,  mengatur bahwa
transparansi- adalah  asas keterbukaan dan memungkinkan masyarakat
mengetahui dan mengakses seluas-luasnya. informasi keuangan daerah.
Transparansi adalah penyediaan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan
tidak diskriminatif kepada publik, berdasarkan prinsip bahwa publik berhak
mengetahui secara terbuka dan mendalam tentang tanggung jawab negara
dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan dan mematuhi peraturan
perundang-undangan, 2006). . Transparansi atau keterbukaan di sini berarti
bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama terhadap
informasi tentang proses penganggaran yang berkaitan dengan aspirasi dan
kepentingan masyarakat, terutama dalam menanggapi kebutuhan hidup banyak
orang. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan mencakup seluruh
bagian pengelolaan keuangan, baik proses perencanaan maupun

pelaksanaannya (Rahum, 2015). Coryanata (2017) menyatakan bahwa
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transparansi didasarkan pada arus informasi yang bebas, bahwa semua proses,
lembaga, dan informasi pemerintah harus dapat diakses oleh pihak yang
berkepentingan dan bahwa informasi yang tersedia cukup untuk dipahami dan
dikendalikan. .~/Anggaran yang disusun..oleh badan..eksekutif dikatakan
transparan jika memenuhi Kriteria berikut: 1) kebijakan anggaran yang
terinformasi, 2) dokumentasicanggaran: yang .mudah diakses dan tersedia, 3)
laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan disediakan tepat waktu, 4) setiap
orang suara/saran diperhatikan dan 5) adanya sistem informasi publik.
Transparansi. Annisanigrum (2010:2) memberikan informasi keuangan yang
terbuka dan jujur kepada publik tentang keseimbangan antara hak publik atas
pengetahuanyang penuh dan terbuka atau tanggung jawab-pemerintah untuk
mengatur sumber daya yang dipercayakan dan kepatuhannya terhadap
peraturan perundang-undangan. Terwujudnya\pemerintahan yang transparan
akan memiliki kriteria, keterbukaan laporan keuangan, hak atas hasil audit dan
ketersedian informasi operasinal.

Dalam hal "~ pelaksanaan transparansi pemerintahan, media massa
memegang peranan yang sangat. penting, baik sebagai peluang untuk
berkomunikasi dengan publik dan memaknai berbagai informasi yang relevan,
maupun sebagai penonton atas tindakan dan prilaku pemerintah yang
menyimpang dari birokrasi. Untuk melakukan itu semua, pers membutuhkan
kebebasan pers sehingga dengan kebebasan pers, pers bebas dari campur
tangan pemerintah dan pengaruh kepentingan komersial (Wiratno, 2012).

Dengan keterbukaan ini akibatnya masyarakat terlalu banyak mengontrol,
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sehingga harus ada batasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah
harus memilih informasi apa yang harus dikeluarkan dan informasi apa yang
harus dikeluarkan. Memiliki kriteria yang jelas tentang jenis informasi yang
harus diungkapkan, informasi_apa yang.dapat diberikan, dan kepada siapa
informasi tersebut diberikan. Ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa
semua informasi tidak dikensumsi Ppublik. Ada sesuatu yang membuat
informasi tersebut tidak diketahui publick. Transparansi merupakan salah satu
prinsip good governance. Transparansi adalah asas yang menjamin akses atau
kebebasan semua orang untuk memperoleh informasi tentang peraturan
pemerintah, khususnya informasi tentang kebijakan, proses perumusan dan
pelaksanaankebijakan, kebijakan, dan hasil pemerintah.

Transparansi sangat penting bagi Kinerja fungsi pemerintahan dalam
menjalankan tugas rakyat. Karena pemerintah sekarang-memiliki kekuatan
untuk membuat keputusan penting yang mempengaruhi banyak orang,
pemerintah harus  diberitahu sepenuhnya tentang apa yang dilakukannya.
Dengan adanya transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan, sehingga
transparansi menjadi alat'penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari
korupsi. Transparansi memastikan akses atau kebebasan setiap orang terhadap
informasi tentang operasi pemerintah, khususnya informasi tentang kebijakan,
pengembangan dan implementasi, serta hasil yang diperoleh. Transparansi
adalah adanya kebijakan pengendalian yang terbuka. Sedangkan yang
dimaksud dengan informasi adalah informasi tentang segala aspek kebijakan

pemerintah yang dapat disediakan untuk publik.
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Menurut Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi

dan akuntabilitas merupakan dua kata kunci dari good governance, juga

dikatakan bahwa akuntabilitas mencakup kewajiban untuk menyajikan dan

2.1.3.

ADD
Perencanaan Alokasi Dana Desa

Sekretaris desa menyusun rancangan undang-undang desa tentang
APBDesa berdasarkan RKPDesa terkait tahun SM

Sekretaris desa menyampaikan RUU APBDesa kepada kepala desa



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

27

Rancangan Undang-Undang Desa tentang APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat

. Disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Musyawarah Desa untuk

. Laporan akuntansi kinerja pelaksanaan APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan, belanja dan keuangan
Laporan akuntansi pencapaian pelaksanaan APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan desa

. Peraturan desa tentang pelapoan pertanggungjawaban kinerja APBDesa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan:
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a) Format laporan pertanggungjawaban kinerja APBDesa terkait anggaran

b) Format laporan asset desa tahun anggaran yang bersangkutan

c) Format laporan pertanggungjawaban kinerja APBDesa tahun anggaran

menerjemahkan good governance by government atau pemerintahan yang baik.
(Sumarto dalam Tampubolon, 201). Sementara arti good dalam good
governance mengandung makna nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan
atau kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Good
governance mempunyai makna bahwa terdapat aspek fungsional pemerintahan

yang efektif dan efesien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan
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tersebut. Secara konseptual good dalam bahasa Indonesia baik dan governance
adalah kepemerintahan (Yenni, 2013).

Berbagai pendapat telah diberikan kepada para ahli untuk memahami
pengertian good govrnance;salah satunya.menurut Robert Charlick dari Yenni
(2013) mendefinisikan good governance sebagai pengelolaan yang efektif dari
semua jenis pekerjaan dengan:mengembangkan aturan atau kebijakan yang
baik untuk mempromosikan nilai-nilai. Bintoro Tjokroamidjojo memandang
good governance sebagai “suatu bentuk manajemen pembangunan, yang
menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi Agent Of Change dari
suatu masyarakat berkembang atau devoloving didalam Negara berkembang”.
Berdasarkan-uraian pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa good
governance adalah proses pembentukan pemerintahan negara yang kuat dan
akuntabel serta efektif dan_efesien dengan ietap memelihara interaksi yang
sinergis. Governance adalah rangkaian proses interaksi sosial politik antara
pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah dalam kepentingan tersebut,
sedangkan good governance meliputi pengertian:

1. Nilai-nilai yang mengedepankan kehendak/kehendak rakyat dan nilai-
nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai
tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial

2. Aspek fungsional efektivitas dan efesiensi pemerintahan dalam

menjalankan amanatnya untuk mencapai tujuan
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3. Tata kelola (governance) sebagaimana ditunjukkan oleh Koiman (1993)

adalah governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial

politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang

authority to manage a nation’s affair at all levels”. Menurut definisi
ini, governance mempunyai tiga kaki (three legs) yaitu economic,
political and administrative. Tata kepemerintahan ekonomi menyangkut
proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kegiatan
ekonomi sebuah Negara dan hubungan ekonomi Negara lain, tata

kepemerintahan politis adalah terkait dengan pengambilan keputusan
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dalam pembuatan kebijakan, governance berkaitan dengan sistem
pelaksanaan kebijakan dalam hal good governance serta akuntabilitas

pemerintah atas amanat masyarakat yaitu penyelenggaraan pemerintah

atau nega ND ! arakteristik praktik tata kelola

yang baik,

yang membedakan organisasi Swasta dan publik adalah transparansi itu
sendiri. Di organisasi swasta, pengungkapan bersipat opsional. Kami
merasa banyak hal yang dirahasiakan dari publik dan hanya diumumkan
kepada beberapa pihak saja. Sementara itu, organisasi public yang

bergerak atas nama public mengharuskan adanya keterbukaan agar dapat
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menilai kinerja pelayanan yang diberikan. Dengan begini , akan terlihat

bagaimana suatu sistem yang berjalan dalam organisasi tersebut.

. Respon cepat, tanggap artinya respon cepat, petugas perlu segera

(masyarakat) laki-

kesamaan dalam

tidak boleh berbuat diskriminatif dimana hanya mau melayani pihak —
pihak yang dianggap perlu untuk berhak tidak dilayani sama sekali.
Konsep keadilan. Tampaknya masih sulit diterapkan dalam pelayanan
publik di Indonesia, dapat dipengaruhi oleh konflik kepentingan

administratif.
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7. Efisiensi dan Efisiensi, efisiensi hanyalah sarana untuk mencapai sasaran
dan efesien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan suatu
yang tidak berlebihan (hemat). Dalam bentuk pelayanan public, hal ini
berarti bagaimana pihak-pemberi pelayanan melayani.masyarakat seefektif
mungkin dan tanpa mengurangi efektivitasnya.

8. Tanggung jawab dan_akuntabilitas:di depan umum untuk setiap kegiatan
yang dilakukan.” Akuntabilitas berarti tanggung gugat yang merupakan
kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban dan berani untuk
ditanggung gugat atas kinerja atau tindakan dalam suatu organisasi. Dalam
pemberian pelayanan public, akuntabilitas dapat dinilai sudah efektifkah
yang diterapkan  oleh organisasi ' tersebut, .sudah sesuaikan
pengablikasiannya dan bagaimana dengan pengelolaan keuangannya, dan
lain — lain. Dalam birokrasi akuntabilitas yang berarti-akuntabilitas public
menjadi sesuatu yang sepertinya menjadi sosok yang menakutkan.

9. Visi strategis, tata kelola dan tata kelola masyarakat harus memiliki visi
jauh kedepan, pemerintah dan masyarakat. harus memiliki kesatuan
pandangan sesuai dengan.visi yang.diusung agar terciptanya keselarasan
dan integritas dalam pembangunan, dengan memperhatikan latar belakang
sejarah, kondisi sosial dan budaya masyarakat. Dari karakteristik tersebut,
paling tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntabilitas sector public yaitu
penciptaan transparansi, akuntabilitas public dan value of money
(economy, efficiency dan effectiveness) (Rahadian, 2010). Good

governance kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu
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sistem pemerintahan yang lebh berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai

dengan prinsip — prinsip demokrasi secara universal (Tomuka, 2015).

Dengan mewujudkan good governance berarti terciptanya suatu layanan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif analisis. Pelaksanaan program alokasi dana desa di
Kecamatan Umbulsari menerapkan prinsip partisipasi, daya tanggap
dan transparansi. Pelaksanaan asas tanggung jawab dalam tahap
pelaksanaan ini masih sebatas tanggung jawab materil, sedangkan dari

segi administrasi sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan
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pemerintah kabupaten. Tanggung jawab program alokasi dana desa di

Kecamatan ~ Umbulsari  secara teknis dan  penuh  dapat

dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pengelolaan ADD
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METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

alah metode kualitatif.

Barat.
3.3.  Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek dan data
primer yang selanjutnya diklafikasikan sebagai data ucapan karena data diperoleh
secara langsung melalui wawancara. Menurut Sanusi (2014:104), data primer
adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti

dapat mengontrol kualitas dana tersebut, dapat menjembatani kesenjangan waktu

36
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antara kapan modal dibutuhkan dan kapan tersedia, dan peneliti memiliki lebih
banyak fleksibilitas dalam menghubungkan masalah penelitian dengan
ketersediaan data lapangan.

Dalam penelitian ini,«»data primer..dikumpulkan..melalui wawancara
langsung dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan tentang manajemen
ADD. Data sekunder adalah data-yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak
lain. Peneliti hanya menggunakan data bila diperlukan. Data sekunder untuk
penelitian ini - diperoleh dari catatan Pemerintah Desa Kabupaten Pasaman Barat
dan catatan kabupaten Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk .mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat,
pengumpulan data primer (untuk memperoleh data primer) penelitian ini akan
dilakukan wawancara mendalam dengan dukungan perekam audio. Alat perekam
ini berguna sebagali dokumen cross-check jika pada saat dilakukan analisis
terdapat data atau informasi yang belum terekam oleh penyidik. Dalam kajian
tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Ranah
Batahan Wilayah Pasaman Barat ini, peneliti akan bertindak sebagai pengamat
dan penyidik, melakukan kerja khusus secara langsung dan mendalam dengan
pejabat ADD, serta mencatat semua fakta dan data serta informasi yang kemudian
digunakan sebagai bahan penulisan laporan penelitian. Metode pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam Wawancara digunakan sebagai teknik

pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan
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untuk mengungkapkan masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dan juga
jika peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang responden.

Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada laporan diri atau refleksi

Tindakan yang dapat dilakukan adalah:
1. Peneliti mulai mengatur semua data yang terkumpul
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan di pinggir
tentang data penting, kemudian mengkodekan data
3. Menemukan dan menganalisis jenis pernyataan responden merasa

nyaman melakukannya
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4. Reduksi data, seleksi, pemusatan, dan penyederhanaan data baru yang
diperoleh dari penelitian mentah dari catatan tertulis di lapangan

5. Menyajikan data, termasuk mengumpulkan dan menyusun informasi

dengan tujua ‘;' j sehin 'data tersebut dapat
berguna dals n masalah yang be \..dengan peristiwa

pencaria an anali 2 in data apa yang

perlu dij C 3 arus digunaka emperoleh informasi
baru, dan kesala g ha di a analisis data
bertujuan un pahami karakteristik
data tersebut. Da .ﬁ . peroleh atas dasar perkiraan

atau pikiran. Prosedur ana

1. Tahap pengumpulan data melalui alat pengumpul data

2. Tahap penyuntingan yaitu pengecekan kejelasan dan kelengkapan alat
pengumpul data
3. Tahap kode yaitu mengidentifikasikan dan mengklafikasikan setiap

pertanyaan yang termasuk dalam alat pengumpul data
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4. Tahap pengujian data yaitu pengujian validitas dan reliabilitas alat
pengumpul data

5. Tahap penyajian data, pengelompokan kembali dan menjadi satu

fenomena' atau peristiwa_t 1 Al ' nomena atau
peristiwa t arik kes : apat  diperoleh

informasi rmak ke 15’ dari data atau



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Baru
4.1.1. Sejarah Desa Baru

Awal mula munculnya masyarakat di Desa Baru dimulai dengan adanya
program penjajahan yang dilakukan loleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun
1938, yang dalam program ini adalah untuk memperluas wilayah dan juga
menguranginya.Pulau-pulau yang berasal dari wilayah Solo, Yogyakarta, Jawa
dan Kebumen dikirim ke kampung baru.Asal usul tanah Richg Van Erpath 247
dan Nagari Desa Baru menurut adat yang berlaku di Nagari Batahan, Nagari Parit
dan Nagari Air-Bangis, semua kepala adat masing-masing nagari sepakat dengan
pemerintah Hindia Timur Ha Lan untuk membuka perkebunan dan pemukiman
penduduk pulau jawa disepakati dengan pemerintah Hindia Belanda “dagang tak
terbuang: (keterangan Datuak Sampono dan Datuak suku pendatang Air Bangis).
Dari tahun 1938 tersebutlah masyarakat yang dating dari pulau jawa membuka
lahan untuk tempat permukiman, tertanian dan perkebunan mereka, selanjutnya
kedatangan kedua setelah merdeka yang disebut transmigrasi pada tahun 1956
yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu sebelumnya daerah Desa
Baru ini bernama BEDENG terdiri dari bedeng barat dan bedeng timur. Untuk
nama Desa Baru sendiri diberikan pada tahun 1948 yang diberikan oleh seorang
asisten wedana (camat) pada waktu itu. Masyarakat Desa Baru adalah masyarakat
yang multietnis karena berawal dari daerah yang berbeda seperti Solo, Jogyakarta,

Padang dan Mandailing yang menyusul kemudian. Pada tahun 1952 Desa Baru

41
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menjadi bentuk pemerintahan Nagari, 1981/1982 dengan kebijakan pemerintah
pusat orde baru seluruh bentuk pemerintahan terkecil menjadi pemerintahan desa

dan kembali ke pemerintahan Nagari pada era Reformasi tahun 2001. Pada masa

4.1.2. Visi
4.1.2.1.Visi

Ada esa Baru adalah me .. ( as at yang sejahtera,

i meningkatkan

mengusai ilmu

diakses secara merata tanpa ada yang tertinggal.
2. Memelihara nilai luhur budaya daerah Desa Baru yang berpijak pada
nilai — nilai agama guna menyaring pengaruh budaya lain untuk

mempertahankan identitas dan integritas Desa Baru.
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3. Meningkatkan sosial masayarakat yaitu dengan mampu meningkatkan

kebersamaan yang dapat membangun kebutuhan dan keharmonisan

masyarakat yang majemuk.

Sebelah Utara
Sebelah Selatan : Aiir Bangis
Sebelah Barat : Desa Baru Sondet
Sebelah Timur : Batahan dan Parit

Desa baru berada pada ketinggian 500, sampai 1000, diatas permukaan

laut yang potografinya dataran rendah dan tinggi serta suhu rata — rata 36°. Untuk

aksebilitas ke nagari dari nagari desa baru ke ibu kota propinsi kurang lebih 360
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km, ke ibu kota kabupaten kurang lebih 102 km dan ibu kota kecamatan kurang
lebih 13 km. Untuk area hutan lindung yang diajukan permohonan izin

pencadangan sebagai hutan kemasyarakatan kementrian kehutanan dengan luas

Letak se

Batahan Ka
Rura bolak
Pigogah
Kasih putih
Batang pigog
Sungai rura b
Sungai pinang
Sungai sorik
Pati bubur
Batang tomak

Perbatasan kawasan yang diajukan sebagai HKm

Sebelah Utara : kebun sawit PTPN IV Madina
Sebelah Selatan : kebun dan permukiman masyarakat desa baru
Sebelah Barat : kebun sawit BTN dan Air Bangis

Sebelah Timur : kebun sawit PTPN IV Madina
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4.1.4. Kependudukan Nagari Desa Baru

Penduduk Desa Baru dapat dikatakan multientis karena di Desa Baru

penduduknya be Mandaili Batak namun yang
mayori i ru saat ini
adalah 3 ﬁ@WNW@SM,ﬂfR uk berjenis
W %
kelamin laki- e?ﬁj 4% ah penduduk
perempuan o 4 ing — masing
jorong yan '
Table 4.1
u e_nég k _rql%sa

No i—| Jumlah
1. rejo T 2.910
2. 0 .0 2.179
3. 2.601
4. : 1.582
Sumber Data:

Dari seluruh ju P \gari lan besar atau sekitar

85% mata pencarian
4.1.5. Kondisi Sarana dan Pras ri Desa Baru

Sarana dan prasarana yang ada di nagari Desa Baru diantaranya adalah
jalan raya yang mana jalan ini merupakan jalan provinsi yang tembus ke sumatera
utara namun kondisi jalan yang diaspal pada tahun 1987-1988 ini sudah sangat
parah dan juga dengan perkembangan volume kendraan dalam beberapa decade
ini luasan jalan sudah tidak memadai lagi sebagai sebuah jalan antar provinsi.

Selain jalan utama juga ada jalan nagari yang kondisinya sebagian ada yang
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standart dan ada juga yang sudah rusak parah, untuk jalan ke ladang masyarakat
dan juga akses ke lokasi yang diajukan sebagai lokasi HKm jalan cukup bagus
yang merupakan jalan yang dibangun oleh PTPN IV sebagai jalur produksi.
Sarana public lainnya adalah kantor wali nagari, kantor KAN, dan kantor bamus
yang kondisinya cukup baik. Untuk pasar nagari desa baru ada 2 buah pasar yaitu
pasar yang berada di jorong sidomulyo-yang dibangun pada tahun 1967 yang hari
pasarnya setiap hari selasa dan pasar yang berada di jorong sukorjo di bangun
pada tahun 1988 hari pasarnya setiap hari minggu. Selain itu, terdapat 11 mesjid
dan 1 mushalla di nagari Desa Baru, 1 buah puskesmas yang kondisinya baik
namun yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah masalah pelayanan yang tidak
baik dan keberadaan pekerja kesehatan di puskesmas tersebut. Untuk jembatan
ada sebanyak kurang lebih 10 buah terdiri dari jembatan besar dan kecil yang
kondisinya saat ini rusak parah dan hanya diperbaiki oleh~masyarakat secara
swadaya.
4.1.6. Mata Pencarian Masyarakat Nagari Desa Baru

Sekitar 85% dari masyarakat Nagari Desa Baru mata pencariannya adalah
bertani dan berkebun sebagian kecil*lainnya adalah pedagang, pewagai negeri
sipil (PNS) pegawai swasta, bertukarang dan home industy ( tahu dan tempe).
Tanaman yang di tanam di nagari desa baru pada umumnya adalah tanaman
perkebunan seperti sawit dan karet dan sebagian kecil tanaman lain, untuk
tanaman padi ada namun sudah mulai berkurang karena masyarakat sudah
banyak mengalihkan fungsi sawah menjadi tanaman sawit hal ini disebabkan

karena kekurangan air hingga masyarakat untuk kesawah harus mengandalkan air
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hujan karena tidak ada irigasi. Selain masalah air juga karena dengan masyarakat

tanaman sawit lebih menjanjikan secara ekonomi dibanding dengan menanam

padi.

1. lsti . 3 rangka meminta

sama yang biasanya dilakukan ibu — ibu dalam satu kali seminggu
4.1.8. Kesehatan Nagari Desa Baru

Pelayanan di Desa Baru di bidang kesehatan sudah mengalami peningkatan
seperti sudah tersedianya Pos Polanda Masyarakat (Posyandu), pusat kesehatan

masyarakat (Puskesmas).
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Ketersedian posyandu dan puskemas sangat membantu masyarakat dalam
bidang kesehatan, dimana masyarakat tidak perlu pergi jauh — juah untuk berobat.

Masyarakat dapat melakukan program kelurga berencana melakukan cek

Mahsjid

2 Mushalla

4.2. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa sistem akuntanbilitas
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Ranah Batahan
Kabupaten Pasaman Barat belum berdasarkan pada prinsip tanggungjawab dan
belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan

penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuikan situasi dan
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kondisi serta perkembangan peraturan perundang — undangan yang berlaku.
Perencanaan program alokasi dana desa di Desa Baru secara bertahap telah
melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat dan transparansi guna
pembelajaran kepada masyarakat.desa dalam.rangka mewujudkan pemberdayaan
desa melalui ~forum musyawarah perencanaan  pembangunan  desa
(Musrenbangdes).

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Baru telah
menerapkan prinsip partisipatif, responsive dan transparan. Perencanaan prinsip
akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban
fisik, sedangkan dari sisi administrasi masih butuh penyempurnaan dan
pembinaan lebih lanjut. Pertanggungjawaban pengelolaan ADD kepada
masyarakat yakni dalam bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah diatasnya
dalam bentuk laporan. Dalam laporan tersebut, petunjuk teknisnya telah
ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Dari hasil penelitian ini kita akan
membahas empat tahap yang pertama yaitu: (1) Dari tahap perencanaan
pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan.penerimaan dan pengeluaran
pemerintah desa pada tahun angaran. dalam APBDesa. Dari sisi akuntabilitas
pemerintah wajib memberikan tanggungjawab serta menerangkan Kkinerja atau
tindakan kepala pemimpin kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan
kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan. Seperti
pemerintah wajib mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan desa yang
akan dilakukan. (2) tahap pelaksanaan, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

merupakan penerimaan dan pengeluran desa yang dilaksanakan melalui rekening
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desa. Pada tahap ini kepala pemimpin harus mampu mempertanggungjawabkan
pengelolaan dana ADD. Jika dilihat dari akuntabilitas pemerintah harus
memberikan informasi secara cepat dan terbuka kepada masyarakat berapa dana
yang masuk dan  berapa yang. keluar. (3) tahap pelaporan kepala desa
menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui kantor
camat yang berisikan laporan-pelaksanaan dan laporan realisasi kegiatan. Dari
segi akuntabilitasnya kepala desa harus mempu mempertanggungjawabkan atas
laporan yang diberikan kepada bupati dan dapat mempertanggungjawabkan hasil
yang terlah dilaksanakan kepada masyarakat. (4) tahap pertanggungjawaban pada
tahap ini berisi pertanggungjawaban atas isi laporan keuangan, laporan realisasi
dan daftar program sektoral. Dari segi akuntabilitas pemerintah.desa berkewajiban
menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Seperti laporan
realisasi APBDesa, laporan kegiatan yang belum selesai atau tidak terleksana dan
laporan sisa anggaran. Jika dilihat dari sudut pandang permendagri 113 Tahun
2014 pasal 2 yang berbunyi keuangan desa dikelola berdasarkan asas — asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan.dengan tertib dan disiplin
anggaran. Sedangkan yang terdapat di‘Desa Baru dalam pengelolaan alokasi dana
desa sendiri dalam transparansi dan akuntabilitasnya masih kurang dan sebelum
sesuai dengan peraturan permendagri. Hasniati (2016) mengatakan bahwa dalam
kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat disimpulkan bahwa
wujud kewajiban kepada desa agar bertanggungjawab mengelola dana desa yang
telah ditetapkan melalui tanggung jawab yang terarah. Dengan dimikian,

pertanggungjawaban untuk pengelolaan alokasi dana desa sangat dibutuhkan
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untuk pendorong pelaksanaan desa agar berjalan dengan baik. Maka dapat
disimpulkan bahwa yang terdapat di desa baru dalam pengelolaan alokasi dana
desa belum menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi dan belum sesuai
dengan peraturan.Permendagri-No.113 tahun.2014.
4.3. Pembahasan
4.3.1. Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pengelolaan ADD

Penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ADD
berdasarkan data dan informasi pada waktu penelitian di desa baru belum
termasuk kedalam asas transparan dan akuntabel. Dalam  transparansinya
pemerintah kurang terbuka dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa seperti
tidak adanya inforamsi mengenai besaran dana yang masuk kepada masyarakat
dan besaran dana yang sudah keluar dan masih tersisa. Seharusnya hal itu perlu
disampaikan agar tidak adanya prasangka buruk kepada aparatur desa. Dari segi
akuntabel atau tanggungjawabnya pemerintah masih kurang memainkan perannya
sebagai tonggak masyarakat dan hanya tanggungjawab yang berbentuk fisik yang
dilakukan seharusya berhasil atau gagalnya sebuah kegiatan harus dapat
dipertanggungjawabkan dan harus “terbuka kepada khalayak orang atau
masyarakat seperti yang tercantum dalam Permendagri No 113 Tahun 2014.
Dengan demikian pembinaan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa
yang transparan dan akuntabel masih perlu pembelajaran/pembinaan lebih lanjut
dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan perundang-
undangan. Pelaksanaan kegiatan dan pembangunan proyek yang didanai oleh

ADD dilakukan oleh LPMD yang bertugas untuk mengkondisikan tenaga tukang,
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bahan bangunan dan jadwal pembangunan proyek dibantu anggota lainnya dan
melibatkan partisipasi swadaya masyarakat beruapa tenaga maupun dana.

Pembangunan dan belanja bahan material untuk menunjang pembangunan
fisik harus melihat RAB yang.telah disusun.dan disetujui.oleh kabupaten dan
standar satuan Negara. Setiap pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD maka
bendahara membuat laporan.pemkembangan,setiap bulannya dan laporan akhir
dibantu tim pelaksana. Setiap satu bulan sekali diadakan evaluasi dan pengawasan
dengan terjun-langsung kelapangan untuk menghindari adanya penyimpangan.
Evaluasi dan pengawasan ini dilakukan oleh anggota BPD, LPMD, tokoh
masyarakat untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan.

Setelah seluruh kegiatan selesai, maka dilakukan pencatatan dan pelaporan
pertanggungjawaban, disini kepala desa sebagai pertanggungjawab atas seluruh
kegiatan yang didanai oleh~ADD, pelaporan ADD terintekrasi dalam pelaporan
APBDesa, dan sudah tersusun melalui peraturan yang berlaku di Desa Baru yang
dapat dipertanggungjawabkan secara administrasif, teknis dan hukum. Untuk
menjaga sarana dan prasarana yang telah dibangun maka pemerintah desa
mengharapkan agar masyarakat ikut menjaga bangunan tersebut.

Dari data dan informasi tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa
pengelolaan ADD harus berdasarkan azas — azas transparan (terbuka) akuntabel
(dapat dipertanggungjawabkan), partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan
disiplin yang tertuang dalam peraturan Desa (Perdesa). Ketentuan tersebut

menunjukkan komitmen dari stakeholder atau pengambil keputusan bahwa
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pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah good governance yang harus
dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa.

Adapun tujuan pembangunan desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014

Pengelola asl dana ( ’ n-yang membahas

berbaga ( an sec 3 ang ada untuk

menemuka ata ) da idanai o okasi dana desa. Dari titik

dusun ditemukannya n kerja dari berbagai bic dan sector kemudian

dibahas lewat mu g di pala desa, perangkat desa,

pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui instusi yang
mewakili kepentingannya (Tjokroamidjojo, 2000). Berdasarkan hasil
musrengmangdes, maka disusunlah rencana kerja pembangunan desa tahunan
yang menjadi dasar bagi pemerintah desa bersama dengan BPD menyusun

rancangan peraturan desa tentang (APBDesa), profil desa, rencana anggaran
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biaya, rencana penggunaan dana. Semua laporan dibuat sebagai syarat untuk
pencairan ADD.

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan

memperce angunan desa syarakat dilakukan

dalam nelak ; C adap kebutuhan

masyar

o) )

Ak
< L
>
O
O

tinggal
partisipas

dapat dikat

dari tingkat

No | Unsur Yang Diundang | Jumlah Udangan Jumlah Hadir %

1 Kepala Desa 1 1 100

2 | Perangkat Desa 8 8 100

3 |BPD 5 5 100

4 LMPD 7 6 85

5 Lembaga Desa 65 50 76
Jumlah 86 70 81

Sumber: Data olahan penulis
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Dari hasil laporan mengenai tingkat kehadiran ditunjukkan sebesar 81%,

hal ini menunjukkan bahwa kepedulian atau tingkat kesadaran masyarakat Desa

Baru dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya

\ D

dan
n pengeluaran

melaksanakan

AENANAE

A
-1
g

am melakukan

kepemilikan Selain itu dalam

melaksanakan

O
o
@
w
®
3
@
S
Q
[
)
c
o
QD
o
o

kebutuhan warga masya 2sa atau.dengan menggunakan skala prioritas
kebutuhan desa. Adapun tujuan pembangunan desa berdasarkan UU No 6
Tahun 2014 tentang desa vyaitu: (1) pemenuhan kebutuhan dasar, (2)
pembangunan sarana dan prasarana desa, (3) pengembangan potensi ekonomi
local, (4) pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan.

Dibidang pemberdayaan masyarakat dana yang telah di anggarkan

digunakan untuk kegiatan pelatihan kerajinan membatik, masyarakat kurang
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mampu dan fasilitas kegiatan keluarga berencana. Kegiatan pemberdayaan
masyarakat desa di desa baru kini masih banyak yang hanya membantu secara
material saja. Hal ini agak sedikit disayangkan karena konsep pemberdayaan
masyarakat adalah membangun dan membentuk masyarakat untuk berdaya
atau-memandirikan masyarakat dengan melihat potensi yang ada disekitar
lingkungannya. Mekanisme =permohonan; alokasi dana desa ini dilakukan
apabila desa sudah™ melengkapi berkas persyaratan yang telah ditentukan.
Permohonan dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dilakukan
dengan membuat proposal permohonan dana untuk kegiatan yang telah
dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Didalam proposal
tersebut disebutkan penjabaran kegiatan dan rencana penggunaan dana untuk
tahun berjalan yang akan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang kemudian disetujui leh tim pelaksana teknis
pengelolaan keuangan desa dan disetujui serta ditandatangani oleh kepala desa
dan bendahara. Apabila dana telah cair dari atas maka bendahara wajib
mengimpormasikan berapa dana yang masuk agar masyarakat tau berapa
besarnya anggaran itu dan guna menghindari penyimpangan anggran.
3. Tahap Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan — kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD
sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang ada di Desa Baru.
Kepala desa mensosialisasikan program program pemberdayaan masyarakat
yang direncanakan oleh desa melalui titik dusun. Setelah titik dusun selesai

dilaksanakan maka kepala desa melaksanakan Musyawarah rencana
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pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholder yang ada
di desa di antaranya BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga kemasyarakat
lainnya. Berdasarkan hasil musrenbangdes, pemerintah desa bersama — sama
dengan BPD_menyusun rencana kerja.RKPDesa, rencana peraturan desa
tentang APBDesa. Berdasarkan APBDesa tim pelaksana desa menyusun
rencana anggaran biaya (RAB) dan rencana. penggunaan dana (RPD) ADD
untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam hal persiapan pelaksanaan tidak lepas dari pembinaan tim
pendamping kecamatan dalam mengevaluasi seluruh perlengkapan persiapan
syarat — syarat percairan. Kesiapan tim pelaksana desa baru dalam waktu yang
cepat memberikan laporan — laporan dan berkas — berkas kepada pemerintah
daerah guna mempermudah perangkat desa untuk mendapatkan dana ADD
lebih awal. Percepatan persiapan pelaksanaan akan memberikan dampak positif
terhadap penyaluran dan pencairan dana ADD. Namun sebaliknya apabila
pemerintah desa lambat dalam menyalurkan laporan dan berkas — berkas untuk
syarat pencairan ADD maka akan menghambat proses pencairan dana ADD.
Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari tim
pelaksana desa kepada seluruh masyarakat merupakan pelaksanaan prinsip
transparansi. Salah satu wujud nyata dari tim pelaksana desa di Desa Baru
dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan
memasang papan informasi yang berisikan nama kegiatan dan volume
kegiatan. Sedangkan dari segi akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh

melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing —



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

58

masing tahapan kegiatan. Tetapi dalam pelaksanaan ini terdapat masalah yang

ditemui yaitu pemerintah tidak memberitahu masyarakat berapa penerimaan

dan pengeluaran dana yang digunakan. Seperti tidak adanya papan informasi

mereka sendiri. Biasanya dalam hal membatik ini mereka melalukannya
dengan sistem berkelompok yang anggotanya berjumlah 20 orang. Pada
dasarnya dalam hal membatik ini bisa diikuti berbagai kalangan seperti ibu —

ibu, remaja dan anak — anak.
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4. Tahap Pelaporan ADD

Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses

pengelolaan d yang meliputi: (1)

‘E“‘ .@0 ihadapi dan

Fel
nggu “f an pelaksanaan
secara pe Sebagai : . 5 tahunan, maka

dari pere

dilakukan setia a penge nggunaaan dari ADD

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Il Tahun Anggaran 2019

Pemerintah Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan

Uraian Penerimaan Pengeluaran Sisa
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
1 2 3 4
1. PENDAPATAN
Dana Desa 1. 426.426.000
- Penyaluran ke 1 285.285.200,00
- penyaluran ke 2 570.570.400,00
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- penyaluran ke 3 570.570.400,00

2. BELANJA

BIDANG PELAKSANAAN 1.151.556.499,58
PEMBANGUNAN DESA

- Pembanguan/ 140.000.000,00
rehabilitasi/peningkatan

Pembangunan
rehabilitasi/pe

O(]

Pembangunan/re
n senantiasa per

-BIDANG PEMBERDA

164.869.500,42

i disay yejepeur o

diperaturan kabupaten. Akan tetapi laporan ini tidak disampaikan kepada
masyarakat oleh perangkat desa. Sehingga masyarakat desa baru tidak mengetahui
berapa dana ADD yang masuk pertahapnya. Ataupun adanya keterlambatan

informasi akibat kelalaian dari perangkat desa sehingga ketika informasi itu

tersebar masyarakat sudah tidak menghiraukannya lagi.
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5. Tahap Pertanggungjawaban ADD

ADD adalah salah satu sumber utama pendapatan desa yang harus
dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada
pemerintah  tingkat  —atasnya...sebagai_...insitusi . pemberi  kewenangan.
Pertanggungjawaban ADD di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten
Pasaman Barat terintekrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Sesuai dengan
peraturan. Hal ini_sesuai_dengan peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 133
Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Dalam Nagari
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa. Peraturan tersebut
dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum pada bidang keuangan desa,
sumber keuangan dsa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan
belanja desa.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap
tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh
kepala desa. Dari evaluasi dapat diketahui pelaksanaan program ADD tersebut
dapat membimbing masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan masukan
dan koreksi pelaksanaan ADD. Sehingga pemerintah desa juga harus merespon
koreksi masyarakat dalam partisipasi tersebut agar tercipta kesempurnaan
pelaksanaan ADD. Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan
sebagaimana hasil wawancara dengan informan bendahara desa sebagai berikut:”
pengelolaan keuangan beserta dokumen pendukung berupa kuitansi”.

Informasi ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas pelaksanaan ADD

di Kabupaten Ranah Batahan Wilayah Pasaman Barat telah menerapkan prinsip



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

62

akuntabilitas.Dan pimpinan ADD juga telah melaksanakan tanggung jawab

pengelolaan keuangannya dengan baik, khususnya setiap pengeluaran yang timbul

dari ADD harus disertai dengan dokumen. Hal ini didukung dengan informasi

meningkat
yang  sel : ] : - Adapun
pertanggungjawa )D te Spe 3 | acara umum dapat

dikatakan

No Jorong Fasilitas Hasil
1 | Jorong Sukorejo - Air bersih/Air minum - Baik
- Tembok penahan tebing - Baik
sungai
- Saluran drainase/gorong — - Baik
gorong
- Saluran drainase/gorong — - Baik
gorong
2 | Jorong Karangrejo - Saluran drainase/gorong — - Baik
gorong
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3 | Jorong Sidomulyo - Gedung/ruang belajar - Baik
- Gedung/ruang majelis - Baik

guru - Baik

- Gedung/ruang kepala - Baik

sekolah - Baik

Gedung/ruang labe - Baik

4

1 Baru bersipat
2 mengarahkan

emberikan umpan

~
2FVAEQ RN,
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SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

o

prinsip tanggung jawe

lingkup tanggung jawab material. Namun dalam hal tanggung jawab
pengelolaan keuangan, kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola
dan menyalurkan dana desa.

4. Hal ini menjadi kendala utama, sehingga masih membutuhkan bantuan
aparatur pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi

tahunan.

64
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5. Tanggung jawab program alokasi dana desa di Kecamatan Ranah Batahan

Kabupaten Pasaman secara teknis dan bertanggung jawab penuh.

Pertanggungjawaban pengelolaan ADD kepada masyarakat dalam bentuk

.na. dari. program alokasi dana desa

dengan selalu meng

pemerintah desa dapat mengelola anggaran dengan baik khususnya di
bidang belanja. Pengembangan pengelolaan ADD merupakan wahana
yang efektif bagi keberhasilan program ADD, sehingga pemahaman
prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan
secara efektif, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan

Tokoh Agama guna meningkatkan semangat, motivasi dan kreatifitas



nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

66

masyarakat dalam pembangunan desa. Serta tetap mempertahankan prinsip
— prinsip dari transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan responsive dalam

pengelolaan ADD di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten

dapat menjalankan

o Mn\\‘ .0‘




67

DAFTAR PUSTAKA

Hamid, Alfian. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Alokasi Dana Desa. Uin Alauddin Makassar

Fajri, Rahmi. (2015). . Akuntabilitas Pemerintah Desa'Rada Pengelolaan Alokasi
Dana Desa«Universitas Brawijaya, 11001101

Kurrohman, Taufik. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di
Kabupaten Jember. Universitas Jember

Ikhsan, ‘Arfan. dkk, .+ (2014). Meteodologi " ‘Penelitian Bisnis, Dandung:
Ciptapustaka Media

Putra, Putu Ardi Surya Jaya dan Wahyuni, Kadek Sinar Wati Made Arie. (2017).
Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Didesa Bubuhan Kecamatan Seririt Kabupaten Bulelang, Universitas
Pendidikan Genesha

Subroto, Agus. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan
Trogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008, Universitas Diponegoro
Semarang

Sulastri, Nova. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam
Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa, Lakapodo Kecamatan Watopute
Kabupaten Muna, Universitas Halu'Oleo Kendari

Auditya, Lucy. dkk. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi
Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah,
Universitas Bengkulu

Romantis, Puteri Ainurrohma. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014,
Universitas Jember

Huri, Risti Valentina. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan
Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri
Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, Universitas Jember

Apriliani, Sherly Gresita. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun
2013, Universitas Jember

Yesinia, Nur Ida. dkk. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas
Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Universitas Muhammadiyah Jember



68

Saputra, Wayan. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa
Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009 — 2014,
Universitas Pendidikan Genesha, Singaraja

Ruru, Noviati dkk. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dlam
Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Suwaan Kecamatan Kalawat
Kabupaten Minahasa Utara, Universitas Sam Ratulangi

Hanifah,~ Suci Indah Dan Sugeng Praptoyo. (2015). Akuntabilitas Dan
Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDes), Sekolah Tinggi:llmu Ekenomi, Indonesia (STIESIA), Surabaya

Kumalasari, Deti Dan Ikhsan Budi Riharja. 2016. Transparansi Dan Akuntabilitas
Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Sekolah Tinggi,
[Imu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya

Riyatno, Teguh. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan
Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara

Kadjudjud, Delyane dkk. (2017). Analisis Penerapan Permendagri No 113 2014
Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Dan.Pertanggungjawaban APBDesa
(Studi Kasus Desa Matandoi Dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian
Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Universitas Sam Ratulangi

Arifiyanto, Dwi Febri Dan Taufik Kurcohman:(2014). Akuntabilitas Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember, Universitas Jember (UNEJ)

Peraturan Menteri Dalam Nageri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa



